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ABSTRAK

Penganiayaan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk tindak
pidana yang masih terjadi dalam kehidupan masyarakat dan dapat menimbulkan
penderitaan fisik maupun psikis bagi korban. Perempuan sebagai korban
penganiayaan sering berada dalam posisi rentan, baik karena adanya tekanan dari
pelaku, hubungan personal, maupun rasa takut untuk melaporkan peristiwa yang
dialaminya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penganiayaan
terhadap perempuan yang terjadi di wilayah hukum Polres Batu Bara, untuk
menganalisis proses penyidikan tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan
di polres batu bara, serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku
penganiayaan terhadap perempuan berdasarkan hasil penyidikan di Polres Batu
Bara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan
terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, serta data sekunder
berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen hukum yang
berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, perlindungan perempuan, serta
hukum acara pidana. teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan
studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penganiayaan terhadap
perempuan yang terjadi di wilayah hukum Polres Batu Bara pada umumnya berupa
kekerasan fisik seperti pemukulan, penamparan, penjambakan, penendangan,
pendorongan, serta tindakan lain yang menimbulkan rasa sakit, luka memar, lebam,
bengkak, atau luka yang memerlukan pemeriksaan medis.

Proses penyidikan dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan,
pemeriksaan korban, permintaan visum et repertum, pemeriksaan saksi,
pemeriksaan terlapor, pengumpulan barang bukti, penetapan tersangka apabila alat
bukti telah cukup, serta pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.
Pertanggungjawaban pidana pelaku ditentukan berdasarkan terpenuhinya unsur
Pasal 466 KUHP, yaitu adanya perbuatan penganiayaan, adanya akibat berupa rasa
sakit atau luka pada korban, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku
dengan akibat yang dialami korban, serta adanya unsur kesalahan dari pelaku.

Kata kunci: Penganiayaan, perempuan, Pasal 466 KUHP, penyidikan,
pertanggungjawaban pidana
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JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIME OF ABUSE ON WOMEN UNDER
ARTICLE 466 OF THE INDONESIAN CRIMINAL CODE: A CASE STUDY
AT THE BATU BARA RESORT POLICE

HOIR! EH HASIB
NPM. 245114241

ABSTRACT

Abuse on women remains a prevalent crime in society, inflicting severe
physical and psychological suffering upon victims. Female victims often occupy a
position of structural vulnerability due to_interpersonal dynamics, perpetrator
intimidation, and fear of reporting. The objective of the research was to examine
the forms of abuse perpetrated on women within the jurisdiction of the Batu Bara
resort police (Polres Batu Bara), analyze the criminal investigation procedures
executed by law enforcement officers, and evaluate the criminal liability of
perpetrators based on investigative findings.

Employing an empirical-juridical approach, this study combines statutory
analysis with field research. Primary data were gathered through semi-structured
interviews with police investigators and relevant stakeholders at Polres Batu Bara,
while secondary data were compiled via library research of legislation, legal
journals, and case documentation.

The collected qualitative data were analyzed descriptively. The findings
indicate abuse of women within the Polres Batu Bara. Jurisdiction primarily
manifests as physical violence, including striking, slapping, hair-pulling, kicking,
shoving, and other physical acts causing pain, bruising, swelling, or injuries
necessitating medical treatment.

The criminal investigation process sequentially involves report registration,
victim examination, requests for forensic medical reports (visum et repertum),
witness and suspect interrogations, evidence gathering, suspect designation upon
meeling the evidentiary threshold, and case dossier submission to the public
prosecutor. Criminal liability is established under article 466 of the new Indonesian
criminal code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / KUHP) by fulfilling its core
material elements: the act of physical assault, the resulting physical pain or injury,
a al link (causaliteit) between the perpetrator's act and the victim's
nll};\wen legal fault (mens rea).
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